
YOGYA(KR) - Prevalensi

stunting di DIY berada di

angka 16,4 persen, dan ma-

suk 5 besar terendah di

Indonesia. Angka tersebut

jauh di bawah prevalensi

stunting nasional yaitu 21,6

persen. Meski begitu Pemda

DIY akan terus mendorong

penekanan angka stunting di

DIY. Pasalnya, meski sudah

jauh di bawah prevalensi na-

sional, namun DIY tetap

harus menurunkan se-

banyak 2 persen lagi, sehing-

ga menyentuh angka target

prevalensi stunting nasional

yaitu 14  persen.

"Saya optimis angka terse-

but bisa dicapai DIY dengan

tidak terlalu sulit. Untuk

mempercepat penekanan

angka stunting, perlu di-

lakukan pencegahan dini.

Calon pengantin harus

dikawal dan diberi arahan,

dengan menggandeng KUA.

Calon pengantin kesadaran-

nya harus digalakkan, kare-

na saat ini sekitar 20.000

yang nikah di tahun 2023,

yang terdaftar di Simkah ini,

yang periksa darah dan seba-

gainya baru sekitar 4.000.

Jadi, baru 20,5 persen. Itu

yang perlu kita galakkan,"

kata Kepala BKKBN RI

Hasto Wardoyo usai bersilat-

urahmi dengan Wagub DIY

Sri Paku Alam X di Gedhong

Pare Anom, Kompleks Kepa-

tihan, Kamis (1/2).

Hasto menyambut baik

usulan Wagub DIY untuk

melibatkan local wisdom un-

tuk menekan prevalensi

stunting. Local wisdom pen-

ting dilakukan karena dapat

menjadi alternatif kreatif un-

tuk mengedukasi keluarga.

Sesuai dengan arahan Paku

Alam X  budaya memang

menjadi senjata ampuh un-

tuk edukasi kepada masya-

rakat.

"Kalau misalnya tingkep

atau 7 bulanan, bisa di-

adakan tingkep massal, ke-

mudian sambil diberikan

edukasi harus bagaimana.

Kalau sudah tingkep , kepala

(bayi) harus sudah di bawah,

berarti kalau belum, na-

manya sungsang, jadi nanti

habis tingkep PR-nya nung-

ging supaya tidak sungsang,"

papar Hasto.

Dalam kesempatan itu

Asisten Setda Bidang Pem-

berdayaan Sumber Daya

Masyarakat DIY, Sugeng

Purwanto, menyatakan,

meskipun stunting relatif

terkendali, namun perlu ada

beberapa hal yang perlu di-

perhatikan. Terdapat sisi-sisi

yang masih perlu mendapat-

kan penekanan dalam ben-

tuk implementasi kebijakan,

seperti penanganan autisme,

ODGJ, dan lainnya.

"Yogya sendiri kalau pena-

nganan terhadap hal itu kan

sudah berjalan, namun jus-

tru apa yang menjadi ken-

dala hambatan yang tiga hal

tadi kami sampaikan yaitu

kerentanan dengan perilaku

personal. Kita menggandeng

dinas-dinas terkait, meski-

pun ini ranahnya Dinas

Kesehatan, Dinsos, Disbud,

dan lainnya," terang Sugeng.

Ditambahkan, sesuai de-

ngan arahan Wagub DIY,

elaborasi dengan kebu-

dayaan perlu dilakukan.

Misalnya pada usia kehami-

lan 4 bulan, dilakukan tradisi

mapati. Secara medis, 4 bu-

lan janin mulai menendang.

Pada pada saat itu, perlu di-

pastikan apakah sudah se-

suai dengan perkembangan

atau belum.  

"Ini adalah pitutur luhur

yang sering tidak diter-

jemahkan secara sanepa.

Misalnya sudah lahir, sudah

merangkak itu ada tedhak

siten. Bayi merangkak

memilih barang apa yang

disediakan. Ini sebenarnya

yang kita pastikan adalah

pada usia seperti itu, motorik

anak sudah berkembang

atau belum, intuisinya judah

ada atau belum," tutup

Sugeng.                           (Ria)-f

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau

Publik Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Kota Yogya Rina Aryati Nugra-

ha, menjelaskan setiap tahun pihak-

nya mengupayakan pembangunan

RTH publik baru di wilayah. "Untuk

tahun ini rencananya pembangunan

ruang terbuka hijau publik di empat

lokasi. Semua itu usulan dari masyara-

kat," ungkapnya, Kamis (1/2).

Keberadaan RTH publik selain men-

jaga keasrian lingkungan juga diman-

faatkan untuk kegiatan masyarakat.

Hingga saat ini tercatat ada 58 RTH

publik berbasis kampung yang telah di-

bangun Pemkot Yogya. Sedangkan to-

tal luas RTH keseluruhan di Kota

Yogya baik publik dan privat seluas

7.661.163 meter persegi. Angka itu se-

kitar 23,34 persen dari luas Kota Yogya.

Penambahan atau pembangunan

RTH publik baru yang dilakukan oleh

Pemkot Yogya akan terus diupayakan

meski di tengah keterbatasan lahan

dan pendanaan. Namun demikian par-

tisipasi masyarakat maupun kalangan

usaha dalam menciptakan RTH privat

juga sangat dibutuhkan. 

"Kami mohon ada partisipasi dari

sisi privat mungkin dari rumah-ru-

mah, hotel, perkantoran kami harap

bisa sedikit menyisakan lahan hijau

menanam pohon untuk penyerapan

air, suplai oksigen membersihkan

udara di sekitar. Ini juga untuk mengu-

rangi pemanasan global yang sudah ki-

ta rasakan," tutur Rina.

Sedangkan bagi masyarakat yang

kondisi rumahnya tidak memiliki la-

han, bisa membuat ruang hijau dengan

menanam tanaman dalam pot dan per-

gola. Keberadaan tanaman hijau akan

meredam panas sehingga rumah lebih

sejuk dan tidak perlu AC.

Sementara empat RTH publik baru

yang akan dibangun berada di wilayah

RW 4 Kricak seluas 200 meter persegi,

RW 9 Bausasran 300 meter persegi,

RW 4 Sorosutan 332 meter persegi dan

RW 14 Sosromenduran 452 meter

persegi. Lokasi untuk membangun em-

pat RTH publik itu adalah lahan warga

yang telah dibeli oleh Pemkot Yogya.

Pembangunan RTH publik tahun ini

juga mengusung konsep multiguna,

baik fungsi ekologis dari RTH dengan

penanaman pohon dan tamanisasi

maupun fungsi aktivitas masyarakat

seperti adanya fasilitas pendapa. 

"Untuk yang di permukiman konsep-

nya RTH publik multiguna. Dari segi

ekologis harus banyak pohon dan ta-

naman. Tapi bisa untuk kegiatan ma-

syarakat seperti kegiatan olahraga,

bermain anak, kadang untuk posyandu

macam-macam," terangnya.

Selain itu DLH Kota Yogya akan me-

lakukan pekerjaan tahap dua pemba-

ngunan RTH publik di RW 06

Wirobrajan yang berlokasi di eks

Makam Jopraban berupa penambahan

fasilitas pelengkap. Penambahan fasili-

tas itu antara lain toilet, atap panggung

setengah lingkaran dan taman. Pada

tahun 2023 lalu DLH Kota Yogya su-

dah melakukan pembangunan tahap

pertama berupa penataan landscape

taman. Langkah itu didukung oleh pi-

hak Kelurahan Wirobrajan yang mem-

bangun fasilitas pendapa.

Rina menjelaskan, sebagian pemba-

ngunan RTH publik tersebut sekarang

dalam tahap proses pengadaan seperti

di RW 04 Kricak. Setiap pekerjaan

RTH publik itu menggunakan anggar-

an rata-rata kurang dari Rp 200 juta.

Di sisi lain, proposal atau pengajuan

dari masyarakat ternyata cukup

banyak sementara anggarannya ter-

batas. "Jadi kami bagi-bagi berdasar-

kan skala prioritas dan antrean propos-

al usulan. Memang belum sempurna,

seperti sarana permainan ada yang

belum karena menyesuaikan anggar-

an. Tapi yang penting sudah bisa untuk

berkegiatan masyarakat dan fungsi

ekologisnya," jelasnya.                  (Dhi)-f
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Empat RTH Publik Segera Dibangun
YOGYA (KR) - Sepanjang tahun ini sudah diagendakan

pembangunan empat Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
yang ada di wilayah. Lokasi sasaran juga mendasarkan
hasil dari usulan masyarakat setelah lahannya berhasil
dimiliki Pemkot Yogya.

YOGYA (KR) - Mema-

suki Februari kebutuhan

bahan pokok di masyarakat

berpotensi meningkat. Hal

ini seiring tingginya aktivi-

tas serta kegiatan yang

bakal berlangsung. Pemkot

Yogya pun menjamin keter-

sediaan kebutuhan atau ko-

moditas di masyarakat tetap

aman.

Kepala Bidang Pangan

Dinas Pertanian dan Pa-

ngan Kota Yogya Muham-

mad Imam Nurwahid, me-

ngatakan Pemkot bersama

pihak terkait yang menjadi

bagian dari Tim Pengen-

dalian Inflasi Daerah (TPID)

akan terus berkoordinasi

dan berupaya agar pasokan

kebutuhan pangan pokok

dapat terpenuhi. "Mende-

kati beberapa momentum

besar seperti Tahun Baru

Imlek dan Ramadan, berda-

sarkan laporan dan hasil ko-

ordinasi dengan TPID keter-

sediaan bahan pangan ter-

utama beras di Kota Yogya

bisa mencukupi. Meski se-

cara grafik permintaan

akan komoditas pangan

kadang terjadi lonjakan," je-

lasnya, Kamis (1/2).

Lonjakan permintaan ke-

butuhan pangan pokok di

Kota Yogya memang kerap

terjadi saat jumlah wisa-

tawan meningkat. Ter-

utama pada musim liburan

lantaran Kota Yogya masih

menjadi salah satu destinasi

utama yang dituju wisa-

tawan lokal. Apalagi pada

bulan ini banyak hari libur

nasional serta perayaan

keagamaan. Belum lagi ti-

dak kurang dari dua bulan

ke depan sudah memasuki

bulan suci Ramadan.

"Memang kadang ada lon-

jakan kebutuhan karena

Kota Yogya sebagai kota

wisata, saat musim liburan

dan banyak pengunjung sa-

ngat memungkinkan per-

mintaan terhadap komodi-

tas pangan juga meningkat.

Tapi secara keseluruhan se-

mua bahan pangan akan

tercukupi dan terkendali, ja-

di tidak perlu dikhawatir-

kan," imbuhnya.

Imam menjelaskan se-

jauh ini jumlah cadangan

beras yang dimiliki Pemkot

Yogya sebanyak 65,05 ton.

Seluruhnya masih utuh

belum digunakan karena

masih setiap lonjakan per-

mintaan bisa diatasi dengan

bantuan pangan dan gerak-

an pangan murah, operasi

pasar, pasar murah, adanya

kios segoro amarto dan seba-

gainya.  "Seperti halnya ada

bantuan pangan ke masya-

rakat, itu merupakan

bagian dari pengendalian in-

flasi dan intervensi pemerin-

tah untuk mengatasi ker-

awanan pangan. Apalagi

karena kondisi iklim el nino

kemarin yang berimbas pa-

da penurunan produksi be-

berapa komoditas pangan.

Jadi ketika ada bahan pa-

ngan di masyarakat itu har-

ga tidak melonjak tinggi dan

masih bisa terkendali," tam-

bahnya.

Sementara itu Asisten

Perekonomian dan Pem-

bangunan Setda Kota Yogya

Kadri Renggono, menyam-

paikan pihaknya bersama

TPID terus bersinergi dan

secara rutin terus melaku-

kan pantauan perubahan

harga kebutuhan bahan pa-

ngan di pasaran. 

"Untuk pelaksanaan pan-

tauan harga sampel yang di-

ambil ada di beberapa pasar

rakyat seperti Pasar

Beringharjo, Kranggan,

Demangan kemudian Pra-

wirotaman. Di mana Pem-

kot Yogya juga terus bersin-

ergi dan membangun kerja

sama dengan beberapa da-

erah penghasil, agar bisa

memasok hasil produksinya

ke Kota Yogya yang no-

tabene bukan produsen,"

ujarnya.                         (Dhi)-f

JAGA KETEPATAN SASARAN PEMBELIAN GAS SUBSIDI

Seluruh Pangkalan Berhasil Aktivasi MAP

Pemkot Jamin Ketersediaan Komoditas Masyarakat

KR-Ardhi Wahdan

Salah satu Kios Segoro Amarto  di Pasar Beringharjo

menjadi salah satu upaya pengendalian harga.

DIY Prevalensi Stunting 5 Besar Terbaik

YOGYA (KR) - Pemerintah mengapresi-

asi seluruh pangkalan gas LPG di Kota

Yogya yang berhasil melakukan aktivasi

Merchant App Pertamina (MAP). Langkah

tersebut sangat mendukung dalam menjaga

ketepatan sasaran pembelian gas subsidi

atau ukuran tiga kilogram kepada kon-

sumen yang berhak.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogya

Veronica Ambar Ismuwardani, mengung-

kapkan ada 390 pangkalan dari total 14

agen yang ada di Kota Yogya. "Seratus

persen pangkalan tersebut sudah melaku-

kan aktivasi di MAP. Ini harus kita apresiasi

bersama karena hal tersebut bisa men-

dukung pendataan konsumen," ungkapnya,

Kamis (1/2).

Keberadaan MAP dibutuhkan dalam

rangka pendataan konsumen. Terutama

setelah diberlakukannya kewajiban pen-

catatan KTP atau NIK di setiap pembelian

gas LPG bersubsidi ukuran tiga kilogram

atau kerap disebut gas melon. Nantinya

melalui kemantren dan kelurahan akan

berkoordinasi serta mendorong partisipasi

masyarakat yang berhak menjadi kon-

sumen gas melon. Terutama untuk memas-

tikan datanya sudah terdaftar agar penggu-

naannya tepat sasaran. Apalagi lokasi

pangkalan cukup merata di wilayah.

Ambar menjelaskan, sepanjang tahun

2023 lalu ketersediaan LPG bersubsidi tiga

kilogram mampu tercukupi sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Pihaknya pun

mengharapkan pada tahun 2024 ini juga

tetap bisa terpenuhi dan distribusinya tepat

sasaran untuk masyarakat dengan kriteria

khusus termasuk pelaku UMKM. "Kami ju-

ga mohon dukungan dari wilayah untuk

melakukan sosialisasi terkait pendataan

konsumen LPG bersubsidi tiga kilogram,

yang teknisnya juga akan bekerja sama de-

ngan para agen ataupun pangkalan.

Termasuk informasi terkait keamanan data

penggunaan KTP konsumen karena ini pro-

gram nasional terkait perlindungan data su-

dah terjamin," urainya.

Sementara Asisten Perekonomian dan

Pembangunan Setda Kota Yogya Kadri

Renggono, mengatakan sosialisasi terkait

distribusi gas LPG bersubsidi tepat sasaran

sudah ia lakukan. Tahapan sosialisasi juga

akan terus bergulir hingga menyasar ma-

syarakat luas. Harapannya masyarakat da-

pat lebih memahami sepenuhnya tujuan

dari program subsidi yang memang ditu-

jukan bagi golongan menengah ke bawah.

Sehingga distribusinya tepat sasaran dan

menjaga stabilisasi ketersediaannya di ma-

syarakat. 

"Pemerintah berkomitmen untuk mela-

kukan langkah-langkah transformasi subsi-

di gas LPG tiga kilogram menjadi berbasis

target penerima dengan NIK yang terinte-

grasi dengan program perlindungan sosial

secara bertahap. Dengan harapan kese-

jahteraan masyarakat dapat terjamin dan

terus meningkat," harapnya.

Sementara itu dalam proses pendataan

konsumen di lapangan harapannya bisa ter-

integrasi dengan basis data dari wilayah.

Hal ini agar saat dilakukan input data maka

nama yang masuk dalam daftar benar-be-

nar sasaran dari program subsidi.     (Dhi)-f


